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Abstract 
This research aims to determine the form of use of Digital Wallets in the payment system in Indonesia and to 

determine legal protection for the use of digital wallets in Indonesia. This research uses normative legal research 

methods. The use of normative research methods in research efforts and writing this article is based on the 

suitability of theory with the research methods required by the author. 1) Electronic Wallet Operators provide 

services in the form of online transaction payments so that the process becomes more practical, faster and 

cheaper. Electronic Wallets are equipped with various features to facilitate online transactions between 

consumers and business owners or between business actors (B2B). In the mechanism, the Electronic Wallet will 

be filled in by consumers (deposits) via their banking account with the desired nominal value. Then, if the 

consumer makes a transaction, the Electronic Wallet will be debited according to the nominal transaction. When 

making a deposit, this Electronic Wallet can be filled via several payment methods, namely via credit card, 

mobile banking, internet banking, ATM, debit card, corporate internet banking, branchless banking agent, online 

virtual account, and Electronic Invoice Presentment & Payment ( EIPP ).  and 2) Dana e-wallet users who suffer 

losses due to non-compliance with the services they receive can take out loans for their losses legally through 

court or outside court in accordance with the provisions of the Consumer Protection Law. 
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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penggunaan Dompet Digital dalam sistem pembayaran di 

Indonesia dan Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penggunaan dompet digital di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif Penggunaan metode penelitian normatif dalam 

upaya penelitian dan penulisan tulisan ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan 

penulis. 1) Penyelenggara Dompet Elektronik memberikan layanan berupa pembayaran transaksi secara online 

sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis, cepat, dan murah. Dompet Elektronik dilengkapi dengan 

berbagai fitur untuk mempermudah transaksi secara online antara konsumen dan pemilik usaha atau antarpelaku 

usaha (B2B). Dalam mekanismenya, Dompet Elektronik akan diisi oleh konsumen (deposit) melalui akun 

perbankannya dengan nilai nominal yang dikehendaki. Kemudian apabila konsumen tersebut melakukan 

transaksi, Dompet Elektronik akan terdebet sesuai dengan nominal yang ditransaksikan. Dalam melakukan 

deposit, Dompet Elektronik ini bisa diisi melalui beberapa metode pembayaran, yaitu melalui kartu kredit, 

mobile banking, internet banking, ATM, kartu debit, corporate internet banking, branchless banking agent, 

online virtual account, dan Electronic Invoice Presentment & Payment (EIPP).  dan 2) Pengguna e-wallet Dana 

yang dirugikan akibat ketidaksesuaian jasa yang diterima dapat melakukan penuntutan atas kerugian mereka 

secara hukum melalui pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, E-Wallet, Sistem Pembayaran. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berbanding lurus dengan 

perkembangan penggunaan teknologi oleh masyaratkatnya. Sejak pandemi covid -19 yang 

mengharuskan masyarakat di dunia begitupun tidak terkecuali di Indonesia untuk mengurangi 

mobilitas di luar, maka teknologi internet mengambil alih seluruh sendi kegiatan manusia yang 
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melibatkan interaksi komunikasi antara satu manusia dengan manusia lainnya.  Berdasrkan data yang 

di himpun oleh Kompas.com penggunaan Internet di Indonesia melonjak pada kuartal ke dua 

mencapai 196.7 jiwa pengguna dan Angka tersebut meningkat jika dibandingkan pada 2018, di mana 

jumlah pengguna internet di Indonesia sebesar 171,2 juta jiwa. . Angka ini membuktikan bahwa 

tingkat kebutuhan masyarakat di Indonesia terhadap penggunaan internet semakin besar dan semakin 

dibutuhkan. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin maju di dunia membuat laju 

perekonomian berbasis teknologi digital juga mulai lahir dan berkembang. Kehadiran ekonomi digital 

memberikan peluang dalam inovasi, entrepreneurship dan pertumbuhan ekonomi negara tidak 

terkecuali di Indonesia Ekonomi digital yang memudahkan aktivitas seseorang dalam berkomunikasi 

dan melaksanakan transaksi jual beli barang dan jasa. Contohnya saja seseorang dapat dengan mudah 

melakukan transaksi jual beli baik barang maupun jasa di berbagai platform e- commerce yang 

tersedia di cyber space dengan melakukan pembayaran dengan metode transfer dana ataupun 

pembayaran melalui kartu kredit. Kemajuan ekonomi digital ini kemudian melahirkan suatu inovasi 

dalam layanan keuangan digital berbentuk “e-wallet” atau dompet digital yang sekarang sedang 

berkembang pesat di masyarakat. Dompet digital merupakan inovasi layanan keuangan dengan 

metode “cashless” atau nontunai untuk mempermudah pembayaran dalam offline maupun online.  

Dengan mewabahnya pandemi covid-19 pada tahun 2019, menyebabkan penggunaan e-wallet 

atau dompet digital semakin di gandrungi oleh masyarakat Indonesia dari sabang sampai merauke. 

Keenggananan masyarakat dalam memegang uang dalam bentuk tunai menjadi salah satu penyebab 

meningkatnya penggunaan dompet digital.  Selain efisien dan praktis penggunaan dompet digital 

dianggap dapat mengurangi penyebaran covid-19 melalui penyebaran uang tunai.  

Sepanjang semester pertama 2019, Bank Indonesia telah mencatat transaksi uang elektronik 

senilai lebih dari Rp56 triliun melalui berbagai platform, termasuk dompet digital. Pada tahun 2020 

meningkat ke angka 204,9 triliun jumlahnya makin meningkat dibadingkan tahun lalu. Hal ini 

menujukkan popularitas uang elektronik yang tersimpan dalam dompet digital makin meroket.  

Di Indonesia pengaturan tentang  mengenai E-wallet atau dompet digital dituangkan dalam 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan 

Transaksi Pembayaran dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. 

Meskipun memberikan banyak manfaat bagi pertumbuhan ekonomi, masyarakat serta industri, 

penggunaan dompet digital tidak terlepas dari tantangan yang harus dihadapi, diantaranya 

perlindungan data dan privasi pengguna, perlindungan dana yang ada dalam dompet digital serta akses 

internet dan tata kelola, pembuatan kebijakan di era digital, kompetensi serta yang tidak kalah 

pentingnya adalah keamanan atau cybersecurity.  

Dengan adanya kemudahan yang diberikan terhadap penggunaan dompet digital yang berbasis 

aplikasi internet tersebut, maka tentu tidak lepas dengan beberapa kendala yang dapat dimungkinkan 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt582addd8a6202/node/534/peraturan-bank-indonesia-no-18_40_pbi_2016-tahun-2016-penyelenggaraan-pemrosesan-transaksi-pembayaran
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt582addd8a6202/node/534/peraturan-bank-indonesia-no-18_40_pbi_2016-tahun-2016-penyelenggaraan-pemrosesan-transaksi-pembayaran
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt58771880bd224/nprt/lt534b83a4a8570/se-bank-indonesia-no-18_41_dksp-tahun-2016-penyelenggaraan-pemrosesan-transaksi-pembayaran
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adanya sistem yang error serta hilangnya dana dalam dompet digital secara tiba-tiba atau terjadinya 

penipuan-penipuan yang menyebabkan hilangnya dana dalam dompet digital. 

Tidak terlepas di makassar dan sekitarnya hampir 70% pengguna aplikasi Gojek Atau Grab 

menggunakan dompet digital sebagai salah satu metode penyimpanan dana untuk melakukan transaksi 

di aplikasi tersebut, Hal ini disebabkan karena banyaknya discount atau promo-promo yang 

ditawarakan oleh kedua aplikasi ini jika melakukan pembayaran melalui dompet digital yang telah 

disediakan oleh aplikasi tersebut ketimbang harus membayarnya secara tunai. Selain itu, biaya admin 

yang ditawarkan lebih kecil dibanding harus menggunakan pembayaran melalui e-banking.  

 

METODE  

 Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan atau ditujukan hanya pada 

peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian perpustakaan 

ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat 

sekunder yang ada di perpustakaan atau di media-media yang bersifat online. 

Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian 

hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum 

dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari 

nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang 

digunakan. Bahan Penelitian pada penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bahan primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang 

dan peraturan yang setaraf, dalam hal ini Undang-Undnag mengenai transaksi elektronik, 

Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik (PBI Uang Elektronik), Peraturan Bank 

Indonesia tentang Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sistem Pembayaran serta aturan lain 

nya.  

2. Bahan sekunder, seperti pendapat pakar atau para ahli di bidang Transaksi Elektronik dan sistem 

pembayaran elektronik.      

3. Bahan hukum tersier, seperti kamus (hukum) dll.  

 Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai 

pegangan utama yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum meneliti persoalan 

yang bersifat khusus, dari adanya analisis ilmiah kemudian ditarik suatu kesimpulan. Dan metode 

induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan 

kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Hasil penelitian akan dikaji secara diskriptif dan di 

tuangkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh 

gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga diatrik suatu kesimpulan. 
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HASIL DAN DISKUSI 

Bentuk Penggunaan Dompet Digital Dalam Sistem Pembayaran Di Indonesia  

Manusia telah melakukan transaksi keuangan dalam perdagangan untuk bertukar barang dan 

atau jasa sejak zaman dahulu. Transaksi keuangan ini tidak selalu melibatkan pembayaran dalam 

bentuk uang. Ada masanya ketika uang belum ditemukan dan orang menggunakan bentuk 

pembayaran lain untuk melakukan transaksi. Jauh sebelum mengenal uang, manusia sudah melakukan 

transaksi dengan menggunakan praktik barter yaitu, pertukaran barang dan atau jasa untuk barang dan 

atau jasa yang diinginkan. Praktik barter telah dimulai sejak puluhan ribu tahun lalu dan masih 

bertahan hingga awal manusia modern. Hanya saja masalah muncul ketika dua orang yang ingin 

bertukar tidak bersepakat dengan nilai pertukarannya. Apalagi jika salah satunya tidak terlalu butuh 

dengan hal yang akan ditukar. Akhirnya sistem barter ini digantikan dengan commodity currency atau 

uang komoditas, masih sama-sama menggunakan barang namun barang tersebut harus yang sudah 

diterima secara umum sebagai media pertukaran maupun sebagai suatu standard nilai yang digunakan 

dalam pertukaran barang oleh masyarakat. Hingga akhirnya, ketika kebutuhan manusia yang terus 

meningkat dan barter maupun uang komoditas dianggap tidak efisien, manusia mengembangkan alat 

tukar yang terukur yaitu uang. Pada awalnya uang yang digunakan dalam bentuk kertas dan logam, 

yang sering disebut dengan uang kartal atau uang tunai. Dengan evolusi teknologi, uang dan 

pembayaran telah berubah secara drastis. Teknologi saat ini dan solusi bisnis yang maju 

memungkinkan transaksi keuangan di hampir setiap saat dan hampir di semua tempat. Kemajuan 

teknologi dalam instrumen pembayaran menggeser peranan uang tunai sebagai alat pembayaran ke 

dalam bentuk pembayaran nontunai yang lebih efisien dan ekonomis. 

Munculnya sistem pembayaran nontunai sudah terjadi sejak abad ke-13. Di Venice, bills of 

exchange dikembangkan sebagai alat pembayaran yang sah untuk memungkinkan perdagangan 

internasional tanpa perlu membawa emas. Seiring perkembangannya, pada tahun 1717, The Bank of 

England memproduksi cheque yang baru mulai dipergunakan pada sekitar tahun 1770. Pada tahun 

1871, Western Union memperkenalkan metode money transfer yang dapat digunakan antar 

masyarakat yang memiliki akses ke Western Union. Dalam novel “Looking Backward”, Edward 

Bellamy menggambarkan konsep menggunakan kartu untuk pembelian. Bellany menggunakan istilah 

“charge card” yang merujuk pada kartu untuk berbelanja. Meskipun pertama kali disebutkan oleh 

Edward Bellamy, charge card pertama tidak muncul sampai tahun 1921 ketika charge card 

dikeluarkan untuk pelanggan Western Union. Segera setelah itu, department store, stasiun, dan hotel 

juga mulai menawarkan charge card kepada pelanggan sehingga mereka tidak perlu melakukan 

perjalanan ke bank kota asal mereka. Pada tahun 1946, seorang bankir Brooklyn bernama John 

Biggins menemukan kartu Charg-It, yang merupakan kartu kredit pertama. Di Inggris, kartu kredit 

pertama dikeluarkan oleh Barclays pada tahun 1966. Ini mendahului kartu debit, yang tidak dirilis 

hingga tahun 1987. Sistem pengumpulan pembayaran Direct Debit pengumpulan pembayaran 

diperkenalkan pada tahun 1964, terinspirasi oleh kebutuhan Unilever untuk mengumpulkan 
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pembayaran dari es krim vendor. Sejak itu, ada banyak perubahan signifikan. Pembayaran online, 

pembayaran seluler, dan mata uang virtual telah merevolusi cara manusia melakukan pembayaran hari 

ini. Diperkirakan bahwa Pizza Hut adalah salah satu perusahaan pertama yang melakukan 

pembayaran online ketika memungkinkan orang untuk memesan pizza di situs webnya pada tahun 

1994, sementara Coca-Cola mengambil kredit untuk pembayaran seluler pertama pada tahun 1997, 

ketika itu memungkinkan pelanggan untuk membayar untuk minuman mereka dengan mengirim 

pesan teks dari ponsel mereka. Sejak saat ini, mobile payment (pembayaran seluler) semakin meroket. 

Sekarang, lebih banyak orang dapat melakukan pembayaran saat bepergian, dan lebih banyak 

pedagang dapat menerima pembayaran di mana saja, tanpa harus menggunakan mesin kasir. Dalam 

melakukan pembayaran seluler, konsumen dapat melakukan tiga jenis pembayaran dengan perangkat 

seluler seperti ponsel atau komputer tablet. Yang pertama terdiri dari transfer orang-ke-orang yang 

dimulai dari perangkat seluler. Transfer ini mencakup pembayaran nonkomersial dari satu konsumen 

ke konsumen lain dan pembayaran komersial dari konsumen ke pedagang skala kecil. Yang kedua 

adalah untuk barang dan atau jasa yang dibeli melalui internet pada perangkat seluler. Yang ketiga 

adalah pembayaran seluler pada Point of Sale (POS), yang merupakan pembayaran yang dimulai dari 

perangkat seluler di lokasi penjualan, seperti toko atau restoran. 

Pasar ponsel global telah meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir berkat 

perkembangan teknologi, ketersediaan infrastruktur jaringan, dan kebijakan tarif yang baik. Menurut 

OECD, rasio ponsel per individu mendekati seratus persen di banyak negara Eropa. 

Ponsel menjadi perangkat yang sangat diperlukan oleh banyak orang karena dapat digunakan 

sebagai komunikasi, hiburan, dan bahkan perangkat asisten bisnis. Penyedia layanan ponsel telah 

menawarkan lebih banyak layanan yang memiliki nilai tambah lebih pada ponsel. Misalnya, penyedia 

layanan GSM telah meluncurkan program yang memungkinkan transfer uang secara global 

menggunakan ponsel. Program ini bahkan dapat mendukung transaksi bagi orang yang tidak memiliki 

rekening bank. Penggunaan ponsel seseorang dalam waktu dekat sebagai dompet khusus untuk 

membayar tagihan di restoran, untuk membeli tiket di stasiun kereta api, atau melakukan belanja 

dimungkinkan. Bermula dari konsep inilah, muncul istilah electronic wallet (Dompet Elektronik) 

yang menggunakan ponsel sebagai perangkat pembayaran, yang memungkinkan pengguna 

menggunakan ponsel mereka untuk mengakses berbagai jenis kredensial yang diperlukan untuk tugas-

tugas tertentu (informasi pembayaran, informasi otentikasi, dll). Pada September 2014, Apple 

mengumumkan peluncuran Apple Pay, solusi pembayaran seluler yang terintegrasi ke dalam generasi 

iPhone baru, bergabung dengan Google Wallet sebagai opsi pembayaran seluler. Beberapa bulan 

kemudian, Microsoft mulai melamar lisensi pengiriman uang negara, sebuah langkah yang semuanya 

menegaskan Microsoft segera masuk ke ruang pembayaran seluler. Pengumuman ini penting karena 

pembayaran seluler, sementara populer di negara lain, secara umum lambat di Amerika Serikat. 

Munculnya teknologi dan layanan seperti Square, Uber, dan Apple Pay memungkinkan 

konsumen untuk meninggalkan buku cek, uang tunai, dan bahkan dompet mereka di rumah, 
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perubahan yang secara signifikan dapat mengubah perdagangan dan bisnis. Bahkan, ide untuk 

Venmo, aplikasi pembayaran seluler (aplikasi), muncul pada tahun 2009 ketika salah satu pendiri lupa 

dompetnya dan bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa hanya mentransfer uang ke temannya melalui 

ponselnya alih-alih berurusan dengan cek tunai atau kertas. Pergeseran dari kertas ke plastik ke digital 

untuk kegiatan sehari-hari dan transaksi mungkin terlihat jauh bagi sebagian orang, tetapi peningkatan 

kenyamanan, perlindungan keamanan, dan dukungan dan adopsi oleh entitas pemerintah dan pengecer 

besar dapat membuat peralihan ke e-wallet dan pembayaran seluler mendekati realitas jangka panjang. 

Dimulai dari dipromosikannya “Cashless Society” oleh Bank Indonesia (BI) sebagai bank 

sentral Indonesia, BI memprakarsai gerakan yang disebut “Gerakan Nasional Non-Tunai” pada tahun 

2014, dengan tujuan memberikan kenyamanan kepada pengguna dan yang lebih penting, mengurangi 

biaya penanganan lembaga keuangan. Gerakan ini diharapkan mampu membuat masyarakat menjadi 

terbiasa dan mulai merasa nyaman untuk menggunakan instrumen pembayaran nontunai sehingga 

terciptalah less cash society, dan juga mendukung upaya pencegahan korupsi, pencucian uang, dan 

pembiayaan terorisme. 

diikuti oleh Indosat Dompetku pada 2008 dan XL Tunai pada 2012. Dibangun di atas teknologi 

USSD (Unstructured Supplementary Service Data), layanan pembayaran seluler terutama digunakan 

untuk top-up telekomunikasi, pembayaran tagihan, dan layanan pengiriman uang. Layanan 

pembayaran seluler berbasis USSD telekomunikasi ini cukup cepat diadopsi penggunaannya oleh 

masyarakat di Indonesia. Sebagai contoh, Telkomsel berhasil mengumpulkan sekitar 8juta pelanggan 

TCash setelah 3-4 (tiga sampai empat) tahun beroperasi, dengan pelanggan terutama menggunakan 

layanan untuk pembayaran tagihan utilitas dan top-up telekomunikasi. Namun, kompleksitas dalam 

memasukkan kode pembayaran di bawah teknologi USSD, bersama dengan batasan peraturan lainnya, 

membatasi tingkat adopsi dan mencegah peningkatan layanan pembayaran seluler. 

Inovasi dan pengembangan digital dalam industri keuangan pun semakin meningkat dan 

melahirkan perusahaan-perusahaan di bidang Fintech yang menyediakan layanan pembayaran yang 

memudahkan masyarakat. Pada tahun 2007, Bank BCA menerbitkan uang elektronik berbasis kartu 

yang dinamakan dengan FLAZZ. Kartu ini dapat digunakan untuk pembayaran transportasi, belanja di 

minimarket, hingga pembelian bahan bakar kendaraan. Tidak mau ketinggalan dengan saingannya, 

bank-bank lain pun ikut mengeluarkan uang elektronik berbasis kartu seperti e-Money dari Bank 

Mandiri, TapCash dari Bank BNI, Brizzi dari Bank BRI, dan sebagainya.  

Dalam hal Dompet Elektronik sendiri, dipelopori oleh munculnya layanan GoPay oleh startup 

GoJek. GoJek meluncurkan GoPay pertama kali pada April 2016 sebagai pengganti GoJek Credit. 

Saat diluncurkan pertama kali, GoPay belum memiliki lisensi uang elektronik dari BI. Hingga 

akhirnya GoJek kemudian mengakuisisi perusahaan keuangan PonselPay milik MVCommerce pada 

Oktober 2016. PonselPay dipilih karena mereka memiliki lisensi uang elektronik yang diterbitkan BI.  

Saingan GoPay yaitu OVO, ikut meramaikan pasar Dompet Elektronik yang diluncurkan oleh 

perusahaan besutan Grup Lippo yaitu LippoX. OVO pertama kali diluncurkan pada Maret 2017 dan 
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berada di bawah naungan PT Visionet Internasional Pada awalnya OVO menjalin kerja sama dengan 

perusahaan Lippo lainnya seperti Hypermart dan juga RS Siloam. Yang kemudian OVO memperluas 

kemitraan strategisnya, di mana salah satu kemitraan terbesar adalah dengan Grab, di mana OVO 

menjadi layanan pembayaran nontunai di aplikasi tersebut. Berdasarkan data BI, tak kurang dari 38 

(tiga puluh delapan) aplikasi dompet elektronik telah mendapatkan lisensi resmi. 

Total transaksi uang elektronik termasuk dompet elektronik di Indonesia sepanjang tahun 2019 

mencapai 5,22 (lima koma dua puluh dua) miliar transaksi. Sedangkan, nilai transaksi uang elektronik 

melonjak tajam hingga 207% (dua ratus tujuh persen) menjadi Rp 145,16 Triliun pada 2019. 

Dengan membandingkan ketentuan dalam PBI 18/2016 dan PBI 20/2018, perbedaan antara 

Dompet Elektronik dan Uang Elektronik dapat dirangkum sebagai berikut ; 

1. Instrumen yang Disimpan Instrumen yang disimpan dalam Dompet Elektronik berupa data dan 

dana sedangkan instrumen yang disimpan dalam Uang Elektronik berupa dana saja.  

2. Lingkup Penyelenggaraan Dalam PBI 18/2016, Dompet Elektronik tidak dibedakan berdasarkan 

lingkup penyelenggaraan. Namun dalam praktiknya, Dompet Elektronik dapat digunakan sebagai 

instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan atau jasa baik yang merupakan penerbit 

maupun bukan penerbit uang elektronik tersebut. Sedangkan berdasarkan lingkup 

penyelenggaraannya, Uang Elektronik dapat dibedakan menjadi:  

a. closed loop, yaitu Uang Elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran 

kepada penyedia barang dan atau jasa yang merupakan penerbit Uang Elektronik tersebut.  

b. open loop, yaitu Uang Elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada 

penyedia barang dan atau jasa yang bukan merupakan penerbit Uang Elektronik tersebut. 

3. Media Penyimpanan Dalam PBI 18/2016, tidak diatur secara khusus mengenai bentuk media 

penyimpan dari Dompet Elektronik. Namun pada praktiknya, bentuk media Dompet Elektronik 

pada umumnya berupa server based. Sedangkan media penyimpan Uang Elektronik, dapat berupa:  

a. server based, yaitu Uang Elektronik dengan media penyimpan berupa server.  

b. chip based, yaitu Uang Elektronik dengan media penyimpan berupa chip. 

4. Batas Nominal Dana Batas nominal dana dalam Dompet Elektronik adalah sebesar 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Batas nominal dana dalam Uang Elektronik adalah sebesar 

paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Uang Elektronik unregistered dan paling 

banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Uang Elektronik registered.  

5. Batas Transaksi Bulanan Nilai transaksi Dompet Elektronik dalam 1 bulan tidak diberikan batasan 

sedangkan untuk Uang Elektronik, batas nilai transaksi dalam 1 bulan adalah paling banyak 

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). 

6. Kewajiban Izin Kewajiban memperoleh izin bagi penyelenggara Dompet Elektronik adalah 

pengguna aktif telah mencapai atau direncanakan akan mencapai jumlah paling sedikit 300.000 

(tiga ratus ribu) pengguna. Sedangkan bagi penyelenggara Uang Elektronik berbentuk open loop 
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dapat langsung memperoleh izin dan bagi penyelenggara Uang Elektronik berbentuk closed loop 

harus memiliki jumlah dana float di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Dompet Elektronik dan Uang Elektronik adalah dua hal yang berbeda namun memiliki 

karakteristik yang mirip dan berkaitan satu sama lain. Bila dilihat dari pengaturan di Indonesia, hanya 

terdapat penjabaran yang jelas mengenai Uang Elektronik, berbeda dengan penjabaran mengenai 

Uang Elektronik. Berdasarkan PBI 20/2018,  

Berdasarkan media penyimpan, Uang Elektronik dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:  

1. server based, yaitu Uang Elektronik dengan media penyimpan berupa server.  

2. chip based, yaitu Uang Elektronik dengan media penyimpan berupa chip. 

Dari kedua jenis tersebut, pada umumnya Dompet Elektronik termasuk dalam Uang Elektronik 

dengan bentuk server based. Hal ini sesuai dengan definisi Dompet Elektronik yang disebutkan dalam 

PBI 18/2016 di mana instrumen Dompet Elektronik adalah berupa dana dan data. Sehingga untuk 

dapat mengakses data, dibutuhkan media yang lebih kompleks yaitu server.  

Dompet Elektronik pada dasarnya memiliki dua komponen:  

1. Komponen perangkat lunak memastikan keamanan dan enkripsi data yang kuat.  

2. Komponen informasi adalah database yang berisi data pengguna pribadi (nama, detail kartu, opsi 

pembayaran, dan sebagainya). 

Berdasarkan teknologi yang menjadi komponen utama bekerjanya Dompet Elektronik, Dompet 

Elektronik dapat diklasifikasikan menjadi sebagai berikut:  

1. Teknologi NFC  

NFC berarti Near Field Communication. Inti dari teknologi ini terletak pada pertukaran data 

sederhana antara perangkat yang terletak dekat: antara kartu kredit atau smartphone dan terminal 

pembaca dan sebagainya. Namun, untuk teknologi ini terdapat juga pembayaran tanpa kontak yang 

memungkinkan untuk melakukan pembayaran menggunakan smartphone. Contohnya adalah Samsung 

Pay, Android Pay, Apple Pay.  

2. Kode Optik atau QR Code  

Teknologi berbasis cloud yang menggunakan kode QR yang dihasilkan oleh gadget klien atau 

outlet penjualan. Pelanggan dapat melakukan pembelian dan pembayaran melalui gadget seluler 

hampir di mana saja, online dan offline: di toko internet, kafe, dan restoran, di taksi, dan outlet ritel. 

Contohnya adalah GoPay, OVO, Dana, ShopeePay.  

3. Teknologi Digital  

Delivery Teknologi ini difokuskan pada pembayaran barang dan jasa di internet. Contohnya 

adalah ShopeePay, OVO, Dana, Alipay, PayPal, Pay with Amazon.  

4. Pembayaran berbasis SMS Dalam hal ini, akun dikelola menggunakan perintah SMS (untuk 

mengonfirmasi pembayaran). Untuk dapat melakukan transaksi pembayaran, dapat dilakukan 
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tanpa akses internet. Metode ini biasanya ditemukan pada pasar P2P, transaksi C2B, dll. 

Contohnya adalah Mobile Money, Money Orange, Tigo. 

Penyelenggara Dompet Elektronik memberikan layanan berupa pembayaran transaksi secara 

online sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis, cepat, dan murah. Dompet Elektronik 

dilengkapi dengan berbagai fitur untuk mempermudah transaksi secara online antara konsumen dan 

pemilik usaha atau antarpelaku usaha (B2B). Dalam mekanismenya, Dompet Elektronik akan diisi 

oleh konsumen (deposit) melalui akun perbankannya dengan nilai nominal yang dikehendaki. 

Kemudian apabila konsumen tersebut melakukan transaksi, Dompet Elektronik akan terdebet sesuai 

dengan nominal yang ditransaksikan. Dalam melakukan deposit, Dompet Elektronik ini bisa diisi 

melalui beberapa metode pembayaran yaitu melalui kartu kredit, mobile banking, internet banking, 

ATM, kartu debit, corporate internet banking, branchless banking agent, online virtual account, dan 

Electronic Invoice Presentment & Payment (EIPP). 

Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Dompet Digital di Indonesia 

Instrumen Dompet Elektronik termasuk dalam kategori uang elektronik, yang “mencakup 

semua instrumen pembayaran nontunai dan nonkertas seperti kartu plastic dan transfer langsung dan 

semua transaksi uang melalui saluran elektronik”. The Committee on Payment and Settlement Systems 

of the Bank for International Settlements mendefinisikan Dompet Elektronik sebagai “kartu prabayar 

multiguna yang dapat diisi ulang dan dapat digunakan untuk ritel kecil atau pembayaran lain sebagai 

ganti koin”. 

Istilah Dompet Elektronik juga sudah diadopsi dan digunakan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 

1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Pemrosesan Transaksi Pembayaran (“PBI 18/2016”), Dompet Elektronik adalah layanan elektronik 

untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan 

kartu dan atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran. 

Atas definisi tersebut dapat dilihat bahwa Dompet Elektronik memiliki fungsi penyimpanan data 

instrumen pembayaran, penampung dana, dan pembayaran.  

Meskipun istilah Dompet Elektronik kini sudah umum didengar oleh masyarakat Indonesia, 

namun masih banyak yang tidak dapat membedakan antara Dompet Elektronik dan Uang Elektronik. 

Baik Uang Elektronik maupun Dompet Elektronik, adalah dua hal yang berbeda dan memiliki 

definisi, konsep, dan pengaturan tersendiri. Istilah Uang Elektronik terlebih dahulu diadopsi dalam 

peraturan di Indonesia. Pertama kali Uang Elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 

11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money), yang diubah dengan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 

11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money), Peraturan Bank Indonesia Nomor 

16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang 

Uang Elektronik (Electronic Money), dan terakhir berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (“PBI 20/2018”).  
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Berdasarkan Pasal 1 butir 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang 

Elektronik, yang dimaksud dengan Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi 

unsur sebagai berikut: 

1. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;  

2. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan  

3. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.  

Sesuai dengan definisi dari Uang Elektronik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Uang 

Elektronik adalah alat pembayaran yang dikeluarkan oleh otoritas negara melalui suatu lembaga 

penyedia di mana uang disimpan dalam bentuk elektronik pada media penyimpanan seperti server 

atau chip. Bila dibandingkan dengan konsep Dompet Elektronik, jika Uang Elektronik merupakan 

uang yang berbentuk elektronik atau digital maka dalam hal ini Dompet Elektronik merupakan 

dompet (tempat penyimpanan) yang berbentuk digital.  

Pengaturan Dompet Elektronik Di Indonesia Dompet Elektronik diatur pertama kali dalam PBI 

18/2016. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 PBI 18/2016, Dompet Elektronik adalah layanan elektronik 

untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan 

kartu dan atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran. 

Meskipun tidak secara khusus mengatur mengenai Dompet Elektronik, namun dalam PBI 18/2016 

memberikan penjabaran tentang transaksi pembayaran yang di mana Dompet Elektronik merupakan 

salah satu alat pembayaran yang diakui di Indonesia. 

Berdasarkan PBI 18/2016, yang dapat menjadi Penyelenggara Dompet Elektronik adalah Bank 

dan Lembaga Selain Bank. Pemenuhan persyaratan umum berupa Lembaga Selain Bank yang 

mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara Dompet Elektronik harus berbentuk perseroan 

terbatas dan persyaratan aspek kelayakan berupa kelayakan bisnis dan kecukupan manajemen risiko 

bagi Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara Dompet 

Elektronik juga mempertimbangkan kecukupan modal disetor paling sedikit Rp 3 Miliar. Untuk dapat 

menjadi Penyelenggara Dompet Elektronik, penyelenggara harus memiliki pengguna aktif yang telah 

mencapai atau direncanakan akan mencapai jumlah paling sedikit 300.000 (tiga ratus ribu) pengguna. 

Dalam menyelenggarakan Dompet Elektronik yang dapat digunakan untuk menyimpan data 

instrumen pembayaran dan menampung dana, Penyelenggara Dompet Elektronik wajib untuk: 

1. memastikan penggunaan dana pada Dompet Elektronik hanya untuk tujuan pembayaran;  

2. mematuhi ketentuan BI mengenai batasan nilai dana yang dapat ditampung dalam Dompet 

Elektronik;  

3. memastikan dana yang dimiliki pengguna telah tersedia dan dapat digunakan saat melakukan 

transaksi;  
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4. menempatkan seluruh dana yang tersimpan dalam Dompet Elektronik dalam bentuk aset yang 

aman dan likuid untuk memastikan ketersediaan dana;  

5. memastikan bahwa penggunaan dana hanya untuk memenuhi kepentingan transaksi pembayaran 

oleh pengguna Dompet Elektronik;  

6. menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pada PBI 18/2016 juga mengatur mengenai penerapan prinsip perlindungan konsumen yang 

wajib dilakukan oleh Penyelenggara Dompet Elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 26, antara 

lain:  

1. penyediaan informasi yang memadai kepada konsumen mengenai Dompet Elektronik yang 

diselenggarakan, termasuk informasi mengenai prosedur pengembalian dana (refund);  

2. memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan konsumen. 

Keterkaitan UU ITE dengan dompet elektronik adalah pada lingkup transaksi elektronik, yang 

mana menurut pasal 1 angka 2 UU ITE No. 11 tahun 2008 diatur bahwa transaksi elektronik adalah 

perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media 

elektronik lainnya. Berdasarkan rumusan pasal di atas, maka suatu tindakan pertukaran informasi 

yang dilakukan melalui jaringan elektronik bisa dikatakan sebagai tindakan transaksi elektronik. 

Konsep lain yang mengikuti dari uang elektronik jika dikaitkan dengan konsep konvensional adalah 

dompet elektronik (ewallet) yang berarti apabila uang yang dimiliki berbentuk elektronik maka 

dompet yang dimiliki juga berbentuk digital. Secara konseptual, ada perbedaan pertanggungjawaban 

dan konsekuensi hukum pada dompet digital yang perlu diketahui, yang mana hal ini berangkat dari 

konsep konvensional. Dompet digital yang uangnya disimpan dan dibawa oleh pemegangnya, maka 

pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pemilik, karena hal ini bisa dipersamakan dengan 

membawa uang konvensional. Tetapi apabila kesalahan terjadi akibat penyelenggara dompet 

elektronik, apabila dompet elektronik/digital yang uangnya disimpan oleh penyelenggara dompet 

elektronik maka model uang dompet digital yang uangnya disimpan oleh penyelenggara dompet 

elektronik. 

Pada pasal 21 ayat (4) UU ITE No. 11 Tahun 2008 menjelaskan jika kerugian transaksi 

elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa 

layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab, pengguna jasa layanan. Sehingga pihak 

penyelanggara wajib bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi sesuai yang dialami oleh 

pengguna layanan. 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan 

Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Perlindungan hukum terhadap konsumen uang elektronik dengan 

jenis tidak teregristasi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan kartu berdasarkan Undang-Undang 

No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 
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tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, maka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan diketahui dapat 

mengambil bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan Badan Penyelesaian Sengketa 

berupa pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, Otoritas Jasa Keuangan berupa pengawasan 

atas kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan konsumen dan 

Bank Indonesia berupa pengawasan terhadap penerapan ketentuan perlindungan konsumen oleh 

penyelenggara. Perlindungan hukum represif ditempuh konsumen melalui penyelesaian sengketa, 

melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Dan OJK sebagai lembaga yang mewadahi dan 

memfasilitasi guna penyelesaian perkara dan memberikan bentuk perlindungan hukum bagi 

konsumen. 

Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen Banyak ketentuan di dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini yang bermaksud mengarahkan produsen-

pelaku usaha, khususnya di bidang usaha untuk berperilaku sedemikian rupa dalam rangka 

menyukseskan pembangunan ekonomi nasional. Atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh 

produsen-pelaku usaha maka kepadanya dikenakan sanksi-sanksi hukum, baik sanksi administratif 

maupun sanksi pidana. Beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan 

iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan. Pemberian sanksi ini penting 

mengingat bahwa menciptakan iklim berusaha vang sehat membutuhkan keseriusan dan ketegasan. 

Untuk ini sanksi merupakan salah satu alat untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula 

manakala telah terjadi pelanggaran (rehabilitasi) sekaligus sebagai alat preventif bagi 

produsen/pelaku lainnya sehingga tidak terulang lagi perbuatan yang sama. Banyak 

pertanggungjawaban administratif yang dapat dituntut dari produsen sebagai pelaku usaha diatur di 

dalam Pasal 60 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. yaitu 

pembayaran ganti kerugian paling banyak Rp200.000.000,00 terhadap pelanggaran atas ketentuan 

tentang:  

1. Kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen (Pasal 19 ayat (2) dan (3))  

2. Periklanan yang tidak memenuhi syarat (Pasal 20);  

3. Kelalaian dalam menyediakan suku cadang (Pasal 25); dan  

4. Kelalaian memenuhi garansi/jaminan yang di jas. 

Sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada produsen/pelaku usaha 

adalah: 

1. Pidana penjara paling lama 5 tahun atas pelanggaran terhadap keketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 

10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf 

a.b,c, dan e, ayat (2), Pasal 18.  
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2. Pidana penjara palíng lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- terhadap 

pelanggaran atas ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 

ayat (1) huruf d dan f.  

3. Terhadap sanksi pidana di atas dapat dikenakan hukuman tambahan berupa tindakan:  

a. perampasan barang tertentu;  

b. pengumuman keputusan hakim;  

c. pembayaran ganti rugi;  

d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;  

e. kewajiban menarik barang dari peredaran;  

f. pencabutan izin usaha. 

Pertanggungjawaban Privat (Keperdataan) Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai pertanggungjawaban produsen, yang disebut dengan 

pelaku usaha. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: Tanggung jawab pelaku usaha pada 

umumnya dalam pasal 19 menentukan:  

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau 

kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 

diperdagangkan.  

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian 

barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian 

santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) setelah tanggal transaksi.  

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan 

kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur 

kesalahan.  

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku apabila pelaku usaha dapat 

membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2016, Undang Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, serta Hukum Perlindungan Konsumen. Maka perusahaan penyelenggara dompet 

elektronik memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang telah terjadi pada konsumen. 

Dikarenakan kerugian terjadi akibat transaksi melalui aplikasi penyelenggara dompet elektronik. 

Penggantian kerugian dapat diberikan dengan cara refund atau pengembalian dana. Apabila kesalahan 

disebabkan oleh pihak konsumen maka perusahaan pelenggara dompet elektronik tidak perlu 

bertanggung jawab atas kerugian apapun.  
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KESIMPULAN 

Penyelenggara Dompet Elektronik memberikan layanan berupa pembayaran transaksi secara 

online sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis, cepat, dan murah. Dompet Elektronik 

dilengkapi dengan berbagai fitur untuk mempermudah transaksi secara online antara konsumen dan 

pemilik usaha atau antarpelaku usaha (B2B). Dalam mekanismenya, Dompet Elektronik akan diisi 

oleh konsumen (deposit) melalui akun perbankannya dengan nilai nominal yang dikehendaki. 

Kemudian apabila konsumen tersebut melakukan transaksi, Dompet Elektronik akan terdebet sesuai 

dengan nominal yang ditransaksikan. Dalam melakukan deposit, Dompet Elektronik ini bisa diisi 

melalui beberapa metode pembayaran, yaitu melalui kartu kredit, mobile banking, internet banking, 

ATM, kartu debit, corporate internet banking, branchless banking agent, online virtual account, dan 

Electronic Invoice Presentment & Payment (EIPP).  

1. Pengguna e-wallet Dana yang dirugikan akibat ketidaksesuaian jasa yang diterima dapat 

melakukan penuntutan atas kerugian mereka secara hukum melalui pengadilan maupun di luar 

pengadilan sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
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